Menjelang Pemilihan Umum 2024, Berkas Bakal Calon Legislatif Partai Keadilan
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Sumber gambar:
https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/08/menjelang-pemilu-2024-berkas-bacaleg-pks-kabupaten-
hss-dinyatakan-diterima-kpu

Menjelang Pemilu 2024, berkas administrasi pendaftaran 30 orang bakal caleg
PKS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) dinyatakan KPU sudah lengkap.
Pendaftaran itu dilakukan pengurus partai tersebut di Kantor KPU di Kota Kandangan,
Kabupaten HSS, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (8/5/2023).

Setelah dilakukan pemeriksaan di ruang operator, bakal caleg dinyatakan
diterima. Ketua KPU HSS, Nida Guslaili Rahmadina, mengatakan, pihaknya masih
menunggu partai lain untuk mendaftarkan caleg, sesuai tahapan yaitu 1 sampai 14 Mei
2023 atau selama 14 hari.

Mengenai parpol yang baru mendaftar setelah satu minggu berjalan, Nida
mengatakan, sejak awal pengumuman pendaftaran dibuka, pihaknyasudah menginfokan
ke seluruh parpol peserta Pemilu 2024. “Kami membagikan link pengisian daftar parpol
mana saja yang hadir untuk mendaftar beserta waktu dan tangalnya. Namun sampai
sekarang baru PKS yang mendaftar,”jelas Nida.

Meski demikian, pihaknya melalui narahubung masing-masing parpol sudah
menerima konfirmasi kesiapan pendaftar berikutnya, yaitu Partai Gelora, Nasdem dan
PBB. “Namun, konfirmasi kepastian waktunya, masih menunggu komunikasi dengan
penghubung masing-masing,”’kata Nida.

Mekanisme pendaftaran, setelah serimonial penerimaan berkas dari Ketua Parpol
ke Ketua KPU, dilanjutkan pemeriksaan berkas administrasi dan pencalonan bacaleg di
ruang operator. Seperti diberitakan sebelumnya, sampai hari ke-8 tahapan pendaftaran
Bacaleg, baru satu parpol yang mendaftarkan, yaitu PKS.
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Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pertubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik:

1) Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat kabupaten/kota yang
mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus
rupiah) per suara sah. (Pasal 5 ayat (5). Bagi pemerintah kabupaten/kota yang alokasi
anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu
lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai
Politik tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik
tahun anggaran berjalan (Pasal 5 ayat (6). Besaran nilai bantuan keuangan, dapat
dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah mendapat persetujuan
Menteri Dalam Negeri (Pasal 5 ayat (7));

2) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan
pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat (Pasal 9 ayat (1).
Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik, bantuan keuangan kepada
Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik (Pasal 9 ayat
(2);

3) Bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak
menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dikenai sanksi administratif berupa tidak
diberikan bantuan keuangan APBN/APBD pada tahun anggaran berkenaan sampai
laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK (Pasal 16 ayat (1). Pemeriksaan
atas laporan pertanggungjawaban dilakukan pada tahun anggaran berikutnya. (Pasal
16 ayat (2).

4) Laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Partai Politik (Pasal 16 ayat
(3).
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